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1.2.Ketua Peneliti 

Nama lengkap dengan gelar  : Drs. Jumadi Anwar,M.Si 

Bidang Keahlian   : Negosiasi, Compliance Bargaining  

  (Membangun Kepatuhan Dalam Negosiasi) 

Jabatan    : Lektor 

Unit Kerja    : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY 

Alamat Surat   : Jl. Lingkar Barat Tamantirto Yogyakarta 55183 

Telepon    : (0274) 387 656 (122) 

Fax    : (0274) 387 646 

Email    : djumadi_anwar@yahoo.com  

 

1.3.Anggota Peneliti: 

No Nama dan Gelar 
Akademik 

Bidang Keahlian Instansi Alokasi Waktu 

1 M. Zahrul 
Anam,S.Ag,M.Si 

Kerjasama Antar 
lembaga 

Fisipol 
UMY 

10 jam/ 
minggu 

12 bln 

 

1.4.Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah pengurus dan staf International Officer perguruan tinggi swasta di 
Yogyakarta, yang diharapkan akan mampu melakukan proses negosiasi secara efektif dalam 
membangun kerjasama sehingga kerjasama tersebut dapat diimplementasikan dengan dengan 
baik. 

1.5. Periode Pelaksanaan Penelitian: 

Tahap I akan dimulai pada bulan April 2012 sampai dengan Desember 2012 

Tahap II akan dimulai pada bulan April 2013 sampai dengan Desember 2013 

1.6.Jumlah anggaran yang diusulkan untuk tahun pertama Rp. 40.000.000 (empat puluh 
juta Rupiah) 

1 

 



1.7.Lokasi penelitian: Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

1.8.Hasil yang ditargetkan 

Ditemukannya model peningkatan kapasitas pengurus dan staf International Officer 
Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dari model yang berhasil ditemukan akan disusun 
menjadi modul untuk disosialisasikan kepada pengurus dan staf International Officer 
Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta.  

1.9.Perguruan tinggi swasta pengusul: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

1.10. Instansi lain yang terlibat:  

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY, Laboratorium Ilmu Hubungan 
Internasional, International Officer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
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ABSTRAK 

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah tersusunnya modul peningkatan kapasitas 
pengurus dan staf International Officer Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dalam 
melakukan Negosiasi Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional melalui aktivitas; 
Mengidentifikasi  persoalan yang dihadapi Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam 
Membangun Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional, Mengidentifikasi kapasitas 
Pengurus dan Staf International Officer Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam 
Melakukan Negosiasi Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional, Mengidentifikasi 
tehnik, metode dan instrument yang efektif dalam membangun kepatuhan terhadap 
perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan lembaga mitra internasional, Merancang 
model peningkatan kapasitas pengurus dan staf International Officer perguruan tinggi 
swasta di Yogyakarta dalam melakukan negosiasi kerjasama dengan lembaga mitra 
internasional, menyusun modul untuk peningkatan kapasitas pengurus dan staf 
International Officer pada Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan 
Negosiasi Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional dan Sosialisasi dan uji coba 
modul peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International Officer Perguruan tinggi 
swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi Kerjasama dengan Lembaga Mitra 
Internasional. 

Pengambilan lokasi penelitian di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, terkait 
dengan upaya Perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan kerjasama dengan mitra 
internasional, di mana sebelumnya telah dilakukan beberapa perjanjian kerjasama dengan 
mitra internasional namun belum berjalan secara maksimal. 

Populasi penelitian ini adalah pengambil keputusan tentang kerjasama dengan 
mitra internasional Perguruan tinggi swasta, khususnya pengurus dan staf International 
Officer di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, yang terdiri dari 5 Universitas dan 5 
Sekolah Tinggi, dengan mengambil sampel penelitian dengan metode purposive random 
sampling guna meningkatkan derajat representasi penelitian.  

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi analisis isi terhadap 
dokumen-dokumen kerjasama dengan mitra internasional, untuk mengetahui derajat 
ketepatan pemilihan issue dan kapasitas Perguruan tinggi swasta dalam bekerjasama 
dengan mitra internasional, pemberian questioner kepada responden untuk mengetahui 
derajat kapasitas negosiasi dan legislasi dari sumber daya manusia di International 
Officer dengan menggunakan analisis statistik,  dan diskusi melalui focus group 
discussion untuk melakukan pendalaman terhadap beberapa temuan dan analisis data 
yang sudah diperoleh sebelumnya. 

Kata Kunci: International Officer, Kerjasama, Perguruan Tinggi Swasta, 
Peningkatan kapasitas, Agen 
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BAB I.  

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang  

Perguruan tinggi swasta semakin lama menghadapi tekanan persaingan dunia 

pendidikan tinggi yang sangat ketat. Persaingan datang baik dari sesama Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) maupun dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Dalam 2 tahun 

terakhir, sudah lebih dari 10 PTS di Yogyakarta harus ditutup ataupun merger dengan 

PTS yang lebih besar untuk mempertahankan eksistensinya. Sedangkan dari jumlah 

program studi yang terancam ditutup karena masalah ijin penyelenggaran program yang 

mulai kadaluwarsa, melebihi 200 program studi. Belum lagi jika dilihat dari sisi jenjang 

akreditasi yang dimiliki, di mana Dikti per 2010 telah menerapkan regim akreditasi yang 

baru maka akan membuat semakin banyak program studi di PTS akan mengalami 

penurunan rangking akreditasi. Penurunan ranking akreditasi akan berbanding lurus 

dengan berkurangnya minat masyarakat maupun stakeholders ke PTS tersebut.1 

Persaingan yang juga akan mengancam eksistensi keberlangsungan PTS adalah 

persaingan dengan perguruan tinggi asing (PTA) berseiring dengan 

diimplementasikannya regim perdagangan bebas yang akan diterapkan secara efektif per 

2020. PTA dengan pengalaman pengelolaan pendidikan tinggi yang memadai, yang 

terdukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang professional akan 

membuat posisi PTS semakin termarginalkan. 

Menurut Fasli Jalal, strategi meningkatkan diri dalam menghadapi persaingan 

pendidikan tinggi adalah dengan membangun kemitraan dengan stakeholder pendidikan, 

baik di dalam negeri maupun internasional.2 Makna strategis membangun kemitraan 

dengan stakeholders internasional adalah meningkatkan standar pencapaian (benchmark) 

yang lebih tinggi sehingga diharapkan akan memacu kreativitas PTS untuk berkarya dan 

berkarya.  

                                                            
1 Lihat dalam pernyataan Ketua Kopertis Wilayah V Yogyakarta, Budi Santosa dalam kaitannya dengan 
adanya beberapa perguruan tinggi swasta yang akan ditutup, diunduh pada tanggal 18 Februari 2010 di   
http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2009/06/02/brk,20090602-179462,id.html 
2 Lihat lebih jauh dalam Program kerjasama internasional dalam http://web.pab-
indonesia.com/content/view/7267/71/ yang diakses pada 10 Januari 2010  
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Dirjen Dikti telah memberikan beberapa insentif-insentif progresif secara khusus 

kepada PTN maupun PTS untuk membangun kemitraan dengan mitra internasional, baik 

dalam bentuk international joint seminar (IJS), kerjasama publikasi internasional, staff 

academic exchange, student exchange, international internship, maupun visiting 

professor. Pemberian insentif tersebut diharapkan akan memacu perguruan tinggi di 

Indonesia untuk meningkatkan kualitas akademik, baik dalam konteks peningkatan 

relevansi dan efisiensi internal maupun eksternal sehingga mampu menghadapi 

persaingan pendidikan tinggi yang semakin ketat.  

Kesadaran untuk membangun kemitraan dengan mitra internasional sudah sangat 

disadari oleh beberapa PTS di Yogyakarta. Terdapat sejumlah PTS di Yogyakarta seperti 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas 

Ahmad Dahlan, Universitas Atmajaya Yogykarta, Universitas Sanata Dharma, 

Universitas Duta Wacana, maupun Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta, telah membangun kemitraan dengan mitra internasional melalui 

penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan mitra internasional. 

Sebagai contoh, UII memiliki program Double Degree dengan Wollongong University, 

UMY memiliki Double degree dengan Flinders University, maupun Universitas 

Atmajaya dan Duta Wacana yang bermitra dengan perguruan tinggi di Jerman. 

Terdapat asumsi bahwa MOU dengan lembaga mitra merupakan jembatan efektif 

untuk membangun kerjasama dengan fihak lain. Sehingga perguruan tinggi yang telah 

memiliki MOU dengan lembaga mitra internasional diasumsikan telah mampu 

melembagakan kerjasama internasional secara baik. Namun asumsi tersebut terkadang 

tidak tidak selalu benar. Banyak ditemukan dalam kasus-kasus penandatanganan MOU, 

berakhir  hanya menjadi secarik kertas dokumen yang indah namun tidak fungsional, dan 

hanya menjadi asesoris dokumen semata. Bahkan dalam pandangan Direktur Pendidikan 

Tinggi Indonesia, Fasli Jalal, menyatakan terdapat ribuan MOU dengan mitra 

internasional tidak dapat diimplementasikan.3 

Mengapa ini terjadi? Penandatangannya suatu MOU sejatinya merupakan bagian 

dari proses negosiasi. Negosiasi sendiri difahami sebagai upaya memperjuangkan 

ataupun menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bersama melalui cara-cara 

                                                            
3 Ibid. 
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damai.4  Negosiasi dalam batas tertentu juga merupakan seni untuk mempengaruhi fihak 

lain agar dapat bekerjasama untuk mencapai kepentingan tertentu. 5 Sebagai sebuah 

bagian dari seni, negosiasi memerlukan keahlian, pengalaman dan kesabaran dalam 

mendesain proses negosiasi, menyusun draft negosiasi sampai proses implementasi 

negosiasi. Konteks inilah yang seringkali belum banyak difahami oleh agen kerjasama 

yang dimiliki oleh PTS sehingga dalam upaya membangun desain kerjasama, desain draft 

kerjasama maupun  implementasi kerjasama belum tersusun secara sistematis. 

Dalam studi tentang negosiasi, setidaknya terdapat dua bagian penting yang harus 

difahami oleh fihak-fihak yang akan melakukan negosiasi dalam membangun kerjasama 

dengan fihak lain. Pertama, negosiasi sebagai fenomena getting it yes. Dalam konteks 

ini, negosiasi difahami sebagai proses bagaimana fihak-fihak yang hendak melakukan 

negosiasi untuk membangun kerjasama akhirnya memilih negosiasi sebagai sarana yang 

paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. Kedua, negosiasi 

difahami sebagai fenomena getting it done, yakni bagaimana menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi fihak-fihak yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan dalam 

negosiasi untuk bekerjasama bersedia mengimplemntasikannya. 

Proses getting it done, merupakan suatu tahap dari negosiasi itu sendiri yang 

seringkali ditinggalkan dan tidak difahami oleh pelaku negosiasi itu sendiri. Proses 

getting it done seringkali memerlukan proses negosiasi kembali. Hal ini terjadi karena 

terdapat perubahan-perubahan kepentingan yang terjadi dari fihak-fihak yang sebelumnya 

telah melakukan penandatangan kerjasama melalui negosiasi, sehingga diperlukan lagi 

proses negosiasi. Negosiasi pasca penandatangan perjanjian dalam studi negosiasi dikenal 

dengan post agreement negotiation. Negosiasi dalam konteks getting it yes maupun 

getting it done, memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan pengetahuan, dan 

keahlian khusus untuk dapat menjalankannya dengan baik sehingga pelaksanaan 

negosiasi dapat terlaksana dan terimplementasikan dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan oleh fihak-fihak yang melakukan negosiasi. 

                                                            
4 Lihat konseptulisasi negosiasi dalam  David A Lax and James K Sebenius, “N egotiating through an 
Agent”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 35, No. 3, (Sep., 1991), pp. 474-493, lihat juga dalam  
I William Zartman, “What I Want to Know about Negotiations” School of Advanced International Studies 
(SAIS), The Johns HopkinsUniversity, 1740 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20036, USA 
5 Lihat definsi negosiasi sebagai sebuh seni dalam SL Roy, Negosiasi, Jakarta, Rajawali Press, 2005 
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International Officer dari PTS merupakan agen yang sangat strategis dalam upaya 

membangun kerjasama dengan lembaga mitra internasional di era global. Namun 

seringkali ditemukan bahwa International Officer lebih banyak menjalankan aktivitas 

yang bersifat regular dalam bentuk menyampaikan berita dan informasi yang terkait 

dengan aktivitas perguruan tinggi terhadap stakeholders. Aktivitas kerjasama dengan 

mitra internasional seringkali masih bersifat accidental, dan personal.  

Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas bagi staf International Officer dalam 

membangun regim negosiasi kerjasama yang efektif. Dengan kapabelnya staf 

International Officer dalam membangun regim kerjasama dengan mitra internasional 

diharapkan akan mengakselerasi pertumbuhan PTS menjadi perguruan tinggi yang 

kompetitif dan produktif.  

  

I.2. Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi  persoalan yang dihadapi Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta 

Dalam Membangun Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional 

2. Mengidentifikasi kapasitas Pengurus dan Staf International Officer di Perguruan 

tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi Kerjasama dengan 

Lembaga Mitra Internasional 

3. Mengidentifikasi tehnik, metode dan instrument yang efektif dalam membangun 

kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan lembaga mitra 

internasional 

4. Merancang model peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International Officer di 

Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi Kerjasama 

dengan Lembaga Mitra Internasional  

5. Menyusun modul untuk peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International 

Officer di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi 

Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional 

6. Sosialisasi dan uji coba modul peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International 

Officer di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi 

Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional. 
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I.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian  

Penelitian dengan mengambil subjek kerjasama internasional antara perguruan 

tinggi dengan lembaga mitra internasional merupakan kajian yang belum banyak diteliti 

secara komprehensif, baik oleh perguruan tinggi yang melakukan kerjasama internasional 

ataupun lembaga riset pada umumnya. Dengan terlaksananya penelitian tentang 

peningkatan kapasitas International Officer Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam 

membangun kerjasama dengan lembaga mitra internasional akan memberikan beberapa 

dampak positif: 

1. Meningkatnya kapasitas International Officer PTS sebagai garda terdepan dari agen 

kerjasama PTS dengan lembaga mitra internasional yang diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas International Officer dalam mengakselerasi kerjasama 

internasional. 

2. Meningkatnya keahlian dari International Officer PTS di Yogyakarta dalam 

memanagemen peluang dan tantangan yang dihadapi tatkala melakukan kerjasama 

dengan lembaga mitra internasional. 

3. Tersusunnya desain road map penatalaksanaan kerjasama PTS di Yogyakarta dengan 

lembaga mitra internasional secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas MOU 

yang telah ditandatangani maupun MOU yang akan ditandatangani.  

 

BAB II  

STUDI PUSTAKA 

Studi tentang kerjasama internasional yang dilakukan perguruan tinggi relatif 

belum banyak dilakukan. Sebagian besar informasi tentang kerjasama internasional yang 

dilakukan perguruan tinggi lebih merujuk kepada aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

daripada efektivitas kerjasama yang dilakukan. Penelusuran ini dilakukan melalui studi 

pustaka di perpustakaan maupun lembaga riset di beberapa perguruan tinggi swasta 

maupun dengan cara penelusuran melalui search engine di internet. 

Dalam artikel blog yang ditulis oleh Prof. Bambang Setiaji, Rektor Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, menunjukan suatu pandangan bahwa kerjasama internasional 

yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta (PTS) dengan lembaga mitra internasional 

8 

 



akan meningkatkan nilai kompetitif perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi 

negeri (PTN). Sehingga bukan sesuatu yang mustahil jika kemudian PTS  akan lebih 

berkualitas dibandingkan dengan PTN.6 

Dalam studi ilmu Hubungan Internasional, kerjasama internasional merupakan 

salah satu issue yang dominan di samping issue konflik. Kerjasama internasional 

merupakan mekanisme alamiah yang dilakukan oleh suatu Negara untuk memenuhi 

kepentingan nasional yang tidak dapat  terpenuhi melalui artikulasi kekuatan politik dan 

ekonomi di tingkat domestik. Pada awalnya, kerjasama internasional lebih banyak 

diperankan oleh actor Negara dibandingkan dengan actor non Negara. Di mana hanya 

negara saja yang memiliki hak eksklusif untuk membangun kerjasama internasional 

dengan Negara lain. Namun dalam perkembangannya, kerjasama internasional tidak 

hanya menjadi monopoli actor Negara saja. Aktor non pemerintah atau yang dikenal 

dengan istilah non governmental organizations (NGO) justru lebih aktif dalam 

membangun kerjasama internasional baik dalam konteks kerjasama pemerintah Negara 

lain (governmental) maupun dengan dengan sesama NGO. 

Dalam studi yang dilakukan oleh John Naisbitt,  globalisasi telah menjadi salah 

satu factor terpenting bagi peningkatan interaksi dan kerjasama internasional yang 

dilakukan oleh actor hubungan internasional.  Bahkan terdapat kecenderungan bahwa 

actor non Negara akan menjadi actor yang sangat penting dalam dinamika kerjasama 

internasional. Sehingga dalam tesis Naisbiit dinyatakan bahwa “smaller more 

powerful”7, yang bermakna bahwa unit-unit kecil di dalam suatu Negara bisa jadi lebih 

kuat daripada Negara itu sendiri. Unit masyarakat yang kecil namun kreatif, akan menjadi 

actor hubungan internasional yang utama dibandingkan dengan actor Negara. Sebagai 

contoh, banyak perusahaan ataupun individu memiliki kekayaan yang lebih besar 

dibandingkan dengan pendapatn nasional (PDB) suatu Negara. 

Mengelaborasi antara pandangan Prof. Bambang Setiaji dan John Naisbitt, upaya 

mendongkrak kualitas akademik perguruan tinggi adalah dengan mentransformasi 

perguruan tinggi menjadi unit masyarakat yang kreatif. Perguruan tinggi yang memiliki 

kreativitas yang tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian akan 

                                                            
6 http://www.bambangsetiaji.co.cc/2009/10/pts-bisa-lebih-baik-dari-ptn.html yang diunduh pada Rabu, 24 
Maret 2010 
7 John Naisbtt, Megatrend 2000: Smaller more Powerful, New York, 2005 
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membuka peluang yang besar untuk melakukan kerjasama dengan lembaga mitra 

internasional. 

Dalam studi ilmu hubungan internasional, mengasumsikan bahwa system 

internasional hakekatnya adalah sebuah system yang anarkhis.8 Di mana terdapat 

kecenderungan besar bahwa aktor yang memiliki kekuatan yang besar akan lebih 

mendominasi atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam proses interaksi 

antar actor sebagaimana yang terjadi dalam konteks hokum rimba. Pandangan seperti ini 

banyak dikontribusikan oleh paradigm realis, yang kemudian berimplikasi dengan 

keengganan actor hubungan internasional yang memiliki kapasitas yang lemah untuk 

membangun interaksi dalam hubungan internasional, sehingga beberapa actor hubungan 

internasional memilih orientasi isolasi9. 

Pandangan konstruktivis menawarkan pemaknaan baru terhadap realitas 

hubungan internasional yang selama ini diasumsikan anarkhi dan dihegemoni oleh 

kekuatan Negara besar. Studi yang dilakukan oleh Alexander Wendt menunjukkan bahwa 

actor hubungan internasional yang mampu membangun identitas secara baik, dalam 

konteks politik, ekonomi, idiologi dan budaya akan mampu memperjuangkan 

kepentingannya dengan baik.10 Proses untuk membangun identitas yang kemudian 

diterima oleh system internasional kemudian lebih dikenal sebagai fenomena “regim”.11 

Pembentukan regim atau aturan main yang disepakati bersama dalam proses interaksi 

inilah yang akan mengarahkan system internasional yang sebelunya diasumsikan 

eksploatatif menjadi lebih produktif. 

Dalam konteks kerjasama internasional yang dilakukan perguruan tinggi dengan 

lembaga mitra internasional, pada hakekatnya adalah proses untuk membentuk suatu 

regim kerjasama dalam pengembangan perguruan tinggi. Diagram yang disusun oleh 

                                                            
8 Lihat lebih jauh dalam Hans J Morgenthau, Politic Among Nations, New York, Cambridge, 2005, atau 
dalam Katja Weber, “Hierarchy amidst Anarchy: A Transaction Costs Approach to International Security 
Cooperation”, International Studies Quarterly, Vol. 41, No. 2, (Jun., 1997), pp. 321-340 
9 Lihat lebih jauh dalam K.J Holsti, International Politics: Strategi and Orientation, New York, 
Cambridge, 2007 
10 Alexander Wendt, (1999), A Social Theory of International Politics (Cambridge:Cambridge University 
Press), atau juga lihat dalam Peter Katzenstein (1996), The Culture of National Security (New York: 
Columbia University Press).  
11 Lihat dalam John G. Ruggie (1998), Constructing the World Polity: Essay on 
InternationalInstitutionalization. (London: Routledge), atau Friedrich Kratochwill (1989), Rules, Norms, 
and Decisions: On the Condition of Practical, and Legal Reasoning in International Relations and 
DomesticAffairs. (Cambridge: Cambridge University Press) 
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William Zartman berikut akan membantu bagaimana proses pembentukan regim yang 

efektif. 

 

Diagram Regime Dynamics in Negotiation Framework 
 
 

Cooperation Area 
Domestic Components  
 

Ratification Rule Making  
Negotiation Negotiation 
 
Negotiations Concerning Monitoring 
Enforcement and reporting 
 
 
 
 
 
 

International Components 
 

Negotiation 
Process      Regime  Regime 

Formation  Governance 
Negotiation Negotiation 
 
 
Regime adjustment 

Negotiation 

 

Regime Effectiveness 

Sumber: Bertram I. Spencer , I William Zartman, Post Agreement Negotiation and 
International Regime : Getting It Done, Washington DC, USIP, 2003, hal. 63 

Dari diagram ini tercermin bahwa MOU yang dilakukan oleh perguruan tinggi 

dengan lembaga mitra internasional hakekanya adalah baru sebatas regim formation. 

Agar kemudian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan maka harus 

ditindaklanjuti dengan pembentukan regim governance, yakni pengaturan yang lebih 

detail tentang kerjasama itu sendiri yang mengikat satu sama lain. Proses pentransformasi 

regim formation ke regim governance memerlukan keahlian khusus, baik dalam 
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menegosiasikan issue atau item yang akan dikerjasamakan, maupun pilihan kata atau 

redaksi yang dipilih agar regim governance dapat diimplementasikan dengan baik. Proses 

inilah yang kemudian disebut dengan Geeting it Yes, yakni fihak-fihak yang melakukan 

perjanjian kerjasama bersepakat untuk menandatangani point-point yang dikerjasamakan. 

 Merujuk dari diagram Zartman, regim tidak secara otomatis akan berjalan sesuai 

dengan apa-apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama internasional. Agar 

perjanjian internasional sebagai sebuah regim dapat berjalan dengan baik, maka perlu 

didesain melalui negosiasi-negosiasi pasca perjanjian (post agreement negotiation). 

Aktivitas negosiasi yang dilakukan pasca perjanjian untuk menjamin regim negosiasi 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan disebut dengan proses Getting it Done. 

Aktivitas inilah yang seringkali dilupakan oleh perguruan tinggi dalam membangun 

kerjasama internasional dengan lembaga mitra internasional. Sehingga berakibat 

kerjasama internasional yang dilakukan perguruan tinggi hanya menjadi dokumen emas, 

tapi tidak memiliki makna bagi pengembangan kualitas akademik perguruan tinggi. 

Studi yang dilakukan oleh Tallberg12 memberikan analisis yang bermanfaat untuk 

mengkondusifkan fihak-fihak yang melakukan kerjasama internasional bersedia 

mengimplementasikan perjanjian kerjasama internasional yang telah disepakati bersama. 

Dalam studi Tallberg setidaknya terdapat tiga variable besar yang menentukan Propensity 

to comply dari fihak-fihak yang melakukan kerjasama, pertama, Kepentingan untuk 

bekerjasama. Fihak yang melakukan kerjasama harus saling bisa menyakinkan satu sama 

lain bahwa akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang dilakukan. Untuk itu, 

perguruan tinggi yang hendak melakukan kerjasama dengan lembaga mitra internasional 

harus mampu membangun kredibilitas dan kualitas akademiknya secara konsisten. 

Kedua, efisiensi, dalam arti kerjasama yang dilakukan akan menghasilkan luaran 

(outcome) yang produktif. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan lembaga mitra 

internasional akan meningkatkan pencapaian benchmark yang lebih tinggi, dan terukur. 

Kerjasama internasonal seringkali mengalami mati suri, dan akhirnya berhenti di tengah 

jalan pasca penandatangan kerjasama, karena setelah dilakukan evaluasi ternyata hanya 

menjadi pos biaya dan tidak memberikan efek yang signifikan bagi peningkatan kualitas 

                                                            
12 Christer J ¨ Onsson And Jonas Tallberg, “Compliance And Post-Agreement Bargaining”,  European 
Journal Of International Relations. 1998 
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bagi fihak-fihak yang melakukan kerjasama. 

Ketiga, Norma, dalam konteks ini norma dimaknai sebagai aturan main yang 

disepakati bersama yang dapat menjamin terlaksanannya apa-apa yang sudah disepakati 

dalam perjanjian kerjasama. Dalam konteks penguatan norma dalam kerjasama, Tallberg 

melakukan studi tentang compliance bargaining, yakni usaha untuk meningkatkan derajat 

kepatuhan fihak-fihak yang melakukan kesepakatan kerjasama. Terdapat dua mazhab 

besar yang mendiskursuskan tentang compliane bargaining.13  

Pertama,  Enforcement school. Dalam mazhab enforcement, derajat kepatuhan 

sangat tergantung oleh mekanisme insentif dan dis-insetif dari regim yang dibuat. 

Pengaturan yang rigid, detail dari mekanisme insentif dan dis-insentif akan berkorelasi 

positif terhadap derajat kepatuhan fihak-fihak yang melakukan kerjasama. Dalam konteks 

enforcement school,14 pelembagaan regim kerjasama harus didukung oleh secara 

menyeluruh dari fihak-fihak yang melakukan kerjasama, dan tidak hanya sebatas pejabat 

yang melakukan penandatangan kerjasama. Proses konsultasi ke public (atau dalam 

diagram Zartman sebagai domestic components)  menjadi sangat menetukan keberhasilan 

membangun kepatuhan bersama. 

Kedua, Management school. Berbeda dengan mazhab enforcement yang 

memasukan variable sangsi, mazhab managemen school justru mencari mekanisme yang 

dapat mendorong fihak-fihak yang melakukan kerjasama agar tetap taat dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. dengan mencari sumber-sumber agar orang bisa patuh 

seperti Transparasi. Mekanisme yang dikedepankan dalam management school adalah 

pelaporan aktivitas maupun sumber daya yang telah dikeluarkan serta hasil kerjasama 

                                                            
13 Ibid., lihat juga dalam Ulrich Mueller, “Optimal Retaliation for Optimal Cooperation”,  The Journal of 
Conflict Resolution, Vol. 31, No. 4, (Dec., 1987), pp. 692-724,  
William J. Long, “ Trade and Technology Incentives and Bilateral Cooperation”, International Studies 
Quarterly, Vol. 40, No. 1, (Mar., 1996), pp. 77-106 
14  J. Samuel Barkin, Time Horizons and Multilateral Enforcement in International Cooperation, 
International Studies Quarterly (2004) 48, 363–382, Robert Jervis, Realism, Game Theory, and 
Cooperation, World Politics, Vol. 40, No. 3. (Apr., 1988), pp. 317-349, Stephen D. Krasner, ‘Structural 
Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables’, in Krasner (ed.), International 
Regimes (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), Andreas Hasenclever, Peter Mayer, and Volker 
Rittberger, “Integrating theories of international regimes”, International Studies Quarterly (2006),  50, 
911–933, Ronald B. Mitchell , “Information Technology Adoption and Political Regimes, Transparency: 
Information Systems in International Regimes, International Studies Quarterly, Vol. 42, No. 1, (Mar., 
1998), pp. 109-130 
 
 

13 

 



yang diperoleh secara teratur, akuntabel, dan transparan oleh masing-masing. 

Management school sangat berperan penting dalam mengatasi kebuntuan dari 

pelaksanaan regim kerjasama, seperti adanya masalah ambiguitas kerjasama yang 

ditemukan dalam proses implementasi kerjasama, atau keterbatasan kapasitas dari salah 

satu fihak yang melakukan kerjasama. Dalam konteks membangun regim kerjasama 

antara perguruan tinggi swasta dengan lembaga mitra internasional, penguasaan 

International Officer dari Perguruan Tinggi terhadap pengetahuan dan keahlian dalam 

membangun regim kepatuhan dalam kerjasama internasional menjadi kebutuhan yang 

sangat mendesak. International Officer yang capable dalam membangun regim kerjasama 

sekaligus regim kepatuhan akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan 

pelembagaan kerjasama perguruan tinggi swasta dengan lembaga mitra internasional.  

BAB III. 

METODE PENELITIAN  

a. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang posisi dan makna kerjasama dengan lembaga mitra internasional pada 

PTS di Yogyakarta. peranan perempuan dalam politik konflik etnis di Indonesia. Posisi 

dan peran tersebut meliputi:  1) Mengidentifikasi  persoalan yang dihadapi perguruan 

tinggi swasta di Yogyakarta dalam membangun kerjasama dengan lembaga mitra 

internasional, 2) Mengidentifikasi kapasitas pengurus dan staf International Officer di 

perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dalam melakukan negosiasi kerjasama dengan 

lembaga mitra internasional, 3) Mengidentifikasi tehnik, metode dan instrument yang 

efektif dalam membangun kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan 

dengan lembaga mitra internasional, 4) Merancang model peningkatan kapasitas 

pengurus dan staf International Officer di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dalam 

melakukan negosiasi kerjasama dengan lembaga mitra internasional, 5) Menyusun modul 

untuk peningkatan kapasitas pengurus dan staf International Officer pada perguruan 

tinggi swasta di Yogyakarta dalam melakukan negosiasi kerjasama dengan lembaga mitra 

internasional dan sosialisasi dan uji coba modul peningkatan kapasitas pengurus dan staf 

International Officer di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dalam melakukan 

negosiasi kerjasama dengan lembaga mitra internasional. 
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b. Tekhnik pengumpulan data 

Data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber dokumen kerjasama Perguruan tinggi 

swasta di Yogyakarta dengan Mitra Internasional, untuk mengetahui derajat ketepatan 

pemilihan issue dan derajat kapasitas negosiasi dan legislasi dari sumber daya manusia di 

International Officer, dan melakukan focus group discussion untuk melakukan 

pendalaman terhadap beberapa temuan dan analisis data yang sudah diperoleh 

sebelumnya. 

c. Teknis analisis data 

Tahapan analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Melakukan studi analisis 

isi terhadap dokumen-dokumen kerjasama dengan mitra internasional 2) Analisis statistic 

terhadap hasil penyebaran questioner terhadap responden, untuk mengetahui derajat 

ketepatan pemilihan issue dan kapasitas Perguruan tinggi swasta dalam bekerjasama 

dengan mitra internasional dan derajat kapasitas negosiasi dan legislasi dari sumber daya 

manusia di International Officer. 3) Sedangkan hasil focus group discussion akan 

dianalisis dengan menggunakan triangle truth, guna mendapatkan pilihan kebijakan yang 

paling rasional bagi pengembangan kerjasama dengan mitra internasional. 

d. Populasi dan sampel 

Populasi penelitian ini adalah pengambil keputusan tentang kerjasama dengan mitra 

internasional di Perguruan tinggi swasta, khususnya pengurus dan staf International 

Officer di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, yang terdiri dari 2 Universitas dan 2 

Sekolah Tinggi, dengan mengambil sampel penelitian dengan metode purposive random 

sampling guna meningkatkan derajat representasi penelitian. 

e. Lokasi penelitian 

Pengambilan lokasi penelitian di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, terkait dengan 

upaya perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan kerjasama dengan mitra 

internasional, di mana sebelumnya telah dilakukan beberapa perjanjian kerjasama dengan 

mitra internasional namun belum berjalan secara maksimal. 

f. Rancangan penelitian 

Tahap penelitian dilakukan dengan mengikuti rancangan sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi  persoalan yang dihadapi Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta 

Dalam Membangun Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional dalam naskah 
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dokumen kerjasama: (a) mengumpulkan bahan-bahan data sekunder dari dokumen 

kerjasama (b) melakukan analisis isi dokumen untuk bahan penyusunan questioner 

2) Mengidentifikasi kapasitas Pengurus dan Staf International Officer di Perguruan 

tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi Kerjasama dengan 

Lembaga Mitra Internasional, dengan aktivitas: (a) menentukan subyek penelitian (b) 

menyusun panduan dan instrument quesioner (c) menyelenggarakan focus group 

discussion  

3) Mengidentifikasi tehnik, metode dan instrument yang efektif dalam membangun 

kepatuhan terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan lembaga mitra 

internasional, dengan aktivitas; (a) melakukan penelitian pustaka (b) melakukan studi 

banding dengan Universitas yang memiliki best practices dalam membangun 

kerjasama dengan mitra internasional (c) dan mengkonsultasikan kajian pustaka dan 

banding tersebut  dengan  para ahli compliance bargaining. 

4) Merancang model peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International Officer di 

Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi Kerjasama 

dengan Lembaga Mitra Internasional, melalui aktivitas; (a) merancang modul 

peningkatan kapasitas pengurus dan staf International Officer Perguruan tinggi 

swasta (b) melakukan diskusi terstruktur dalam membuat rancangan model 

peningkatan kapasitas pengurus dan staf International Officer Perguruan tinggi 

swasta (c) melakukan ujicoba model tersebut kepada kelompok kecil (d) 

penyempurnaan model  

5) Menyusun modul untuk peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International 

Officer di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi 

Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional, melalui aktivitas ; (a) penyiapan 

materi modul (b) mengkonsultasikan modul kepada pakar dan ahli compliance 

bargaining 

6) Sosialisasi dan uji coba modul peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International 

Officer di Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi 

Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional, melalui aktivitas; (a) mengundang 

pengurus pengurus dan staf International Officer Perguruan tinggi swasta 
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Muhammadiyah (b) menentukan jadual pelaksanaan sosialisasi (c) menentukan 

narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi (d) pelaksanaan sosialisasi 

 

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

Tahun I 

 

 

 

 

Mengidentifikasi kapasitas Pengurus dan Staf 
International  Officer  di  Perguruan  tinggi 
swasta  di  Yogyakarta  Dalam  Melakukan 
Negosiasi  Kerjasama  dengan  Lembaga Mitra 
Internasional

Mengidentifikasi  persoalan yang dihadapi 
Perguruan  tinggi  swasta  di  Yogyakarta 
Dalam  Membangun  Kerjasama  dengan 
Lembaga Mitra Internasional 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merancang model peningkatan  kapasitas Pengurus dan  Staf  International Officer di 
Perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Dalam Melakukan Negosiasi Kerjasama dengan 
Lembaga Mitra Internasional  

Menyusun  modul  untuk  peningkatan  kapasitas  Pengurus  dan  Staf  International 
Officer  di  Perguruan  tinggi  swasta  di  Yogyakarta  Dalam  Melakukan  Negosiasi 
Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional 

Tahun II 

Mengidentifikasi  tehnik,  metode  dan  instrument  yang  efektif 
dalam  membangun  kepatuhan  terhadap  perjanjian  kerjasama 
yang dilakukan dengan lembaga mitra internasional 

 

 

 

Sosialisasi dan uji coba modul peningkatan kapasitas Pengurus dan Staf International 
Officer  di  Perguruan  tinggi  swasta  di  Yogyakarta  Dalam  Melakukan  Negosiasi 
Kerjasama dengan Lembaga Mitra Internasional. 
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BAB IV. PEMBIAYAAN 

No  Jenis Pengeluaran 
Rincian Anggaran 

Tahun I  Tahun II 
 1  Pelaksana (gaji dan upah)   14.700.000   14.700.000 
 2  Bahan aus (material penelitian)    6.600.000   5.000.000
 3  Perjalanan    7.400.000  8.500.000 
 4  Pertemuan/lokakarya/seminar    5.600.000  6.000.000 
 5  Laporan/Publikasi    3.700.000  3.500.000 
 6  Lain‐lain    2.000.000  3.300.000 
    Total Anggaran   40.000.000  40.000.000 
    Tota Anggaran Keseluruhan     80.000.000 
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LAMPIRAN 
1. Justifikasi Anggaran 

Rincian Anggaran Tahun 2010 
1.1. Anggaran untuk Pelaksana (Gaji dan Upah) 
No Nama Pelaksana Peran/Kegiatan Utama Jumlah jam/minggu Honor/jam Jumlah 

1 Drs. Djumadi Anwar,M.Si Peneliti Utama 12 x 40  minggu 10,000 4,800,000
2 Zahrul Anam,S.Ag,M.Si Peneliti 10 x 40 minggu 6,000 2,400,000
3 5 orang pembantu Pembantu Peneliti 12,5 x 5 x 40 3,000 7,500,000

 Jumlah  14,700,000
 
1.2. Anggaran Komponen peralatan 
No Nama Bahan/Peralatan Volume Harga Satuan Jumlah Harga 

1 Kertas HVS 80 gram 10 rim 40.000   400.000 
2 Kertas continous form 3 

play 
4 box 250.000 1.000.000 

3 Alat tulis (notes, ballpaint, 
pensil, metaplan, kertas 
manila) 

100 set 41.000 4.100.000 

4 Flash disk 1 G 5 buah 120.000 600.000 
5 CD Blank 2 pak 100.000 200.000 
6 Tinta Printer Hitam 2 tube 250.000 500.000 
7 Tinta Printer Colour 2 unit 225.000 450.000 
8 Divicam 1 unit 1.250.000 1.250.000 
9 Spidol white board 2 dos 50.000 100.000 

 Jumlah  6.600.000 
 
1.3. Anggaran Komponen Perjalanan 
No Kota/Tempat Tujuan Volume Harga Satuan Jumlah Harga 

1 Bantul 5 x 5 orang 74.000 1.850.000 
2 Kulon Progo 5 x 5 orang 74.000 1.850.000 
3 Kota Yogyakarta 5 x 5 orang 74.000 1.850.000 
4 Sleman 5 x 5 orang 74.000 1.850.000 

  Jumlah  7.400.000 
 
1.4. Anggaran Komponen Pertemuan/Lokakarya 
No Uraian Kebutuhan Volume Harga Satuan Jumlah harga 

1 Uang Transport 2 x 60 org 23.300 2.800.000 
2 Konsumsi 2 x 60 org 23.300 2.800.000 

  Jumlah 5.600.000 
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1.5. Anggaran Komponen Laporan/Publikasi 
No Uraian Kegiatan Volume Biaya Satuan Jumlah Harga 

1 Penulisan draft laporan 1 laporan 700.000 700.000 
2 Penggandaan draft laporan 30 ex 20.000 600.000 
3 Revisi laporan 1 laporan 350.000 350.000 
4 Foto copy dan penjilidan 10 laporan 30.000 300.000 
5 Pengepakan dan pengiriman 1 kali 500.000 500.000 
6 Publikasi dan dokumentasi 5 kegiatan 250.000 1.250.000 

  Jumlah 3.700.000 
 
 
 
1.6. Laporan Komponen Lain-Lain 
No Uraian Kegiatan Volume Biaya Satuan Jumlah Harga 

1 Rapat-rapat 15 kali 100.000 1.500.000 
2 Penyusunan Instrumen 1 kali 500.000 500.000 

  2.000.000 
 

2. DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN 
Tidak ada 

3. SARANA DAN PRASARANA 
Sarana dan prasarana yang dipergunakan antara lain; computer, laptop, LCD projector, Overhead 
Projector, Tape Recorder, dan ruang kelas multimedia. Sarana ini adalah milik jurusan ilmu 
Hubungan Internasional Fisipol UMY untuk menunjang pelaksanaan penelitian. 
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